CASCADING DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2024-2026

T i kinerja
daerah

T2. Menurunkan Angka Pengangguran

T3. Menurunkan Angka
Kemiskinan

T4. Meningkatkan Nilai Investasi

Indikator Tujuan

Indikator Tujuan

Indikator Tujuan

Indikator Tujuan

Nilai penyelenggaran publik

Tingkat Pengangguran

Angka

Persentase kenaikan investasi

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Meningkatnya Pertisipasi Angkatan Kerja

Mengoptimalkan perlindungan

terhadap tenaga kerja sektor

informal bukan penerima upah
yang masuk

Meningkatnya peluang investasi

Indikator Sasaran

Indikator Sasaran

Indikator Sasaran

Indikator Sasaran

Indeks Kepuasan Masyarakat

Persentase peningkatan partisipasi angkatan kerja

Persentase peningkatan
kepersertaan BPJS tenaga kerja
sektor informal bukan penerima
upah yang masuk kategori miskin

Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

|

|

|

|

Program Pelatihan

Program Pengembangan  Iklim

Program Promosi

Program Pelayanan Penanaman Modal Kerja dan Program Penempatan Tenaga Kerja Program Hubungan Industrial Penanaman Modal Penanaman Modal
Tenaga
Indikator Indikator Indikator Indikator Indikator Indikator

Indeks Kepuasan Masyarakat

Persentase pencari
kerja yang dilatih

Besaran pencari kerja terdaftar yang

ditempatkan

Persentase peningkatan jumlah
peserta BPJS ketenagakerjaan
yang aktif

Persentase capaian fasilitasi

pengembangan iklim penanaman
modal (Jumlah perusahaan yang
dibina dan diawasi/total jumlah
perusahaan/investor yang ada di

Nilai Investasi per
tahun

l

Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara

Kegiatan Pelaksanaan

'Kegiatan Pelayanan

Kegiatan Pencegahan dan
penyelesaian perselisihan

Kegiatan
Penyelenggaraan

Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang ser dzes':‘g:" it Antar Kera di daerah T:gf::f::f::"i:: hubungan industrial, mogok kerja Keg'fr:a;‘s;esf“:::“"at::;;;:‘ens' Promosi Penanaman
Menjadi Daerah K o Kabupaten/Kota ! g dan penutupan perusahaan di vestast Kabup Modal Yang Menjadi
P Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Daerah
Indikator Indikator Indikator Indikator Indikator Indikator
Persentase penerbitan izin yang dikeluarkan sesuai SOP Jumlah pelatihan Jumlah Jumlah Job Fair yang Jumlah tenaga kerja sektor Jumlah Pra Studi Kelayakan dan Jumlah promosi yang
T

Sub Kegiatan Penyediaan Sub Kegiatan Penyediaan

Sub Kegiatan Proses

Sub Kegiatan

Sub Kegiatan Job

Sub Kegiatan Pengembangan

Sub Kegiatan Penyediaan Peta

Sub Kegiatan

Pelayanan Terpadu Pelayanan Perizinan pelaksanaan Penyuluhan dan Fair/Bursa Kerja Pelaksanaan Jaminan Sosial Potensi dan Peluang Usaha Pelaksanaan Kegiatan
Perizinan dan Berusaha melalui Sistem Pendidikan dan imbil Jabatan i Tenaga Kerja dan Fasilitas Kabupaten/Kota Promosi Penanaman
Target Target Target Target Target Target Target

120, 140, 150 pelaku 120, 140, 150 pelaku

80 org, 100 org, 120

100 org, 150 org, 200

1 job fair, 1 job fair, 2

8000 org, 8000 org, 8000 org

-, 1 dokumen, 1 dokumen

2 dokumen, 2

Sub Kegiatan Penyediaan
Layanan Konsultasi dan
Pengelolaan Pengaduan
Masyarakat Terhadap
Pelayanan Terpadu
Perizinan dan Non

Sub Kegiatan Penyediaan
dan pengelolaan Layanan
konsultasi perizinan
berusaha berbasis risiko

Sub Kegiataan
Koordinasi Lintas
Lembaga dan
Kerjasama Dengan
Sektor Swasta Untuk
Penyediaan
Instruktur Serta

Sub Kegiatan
Perluasan
Kesempatan Kerja

Perizinan
arana_dan Prasarana
Target Target Target Target
75 org, 85 org, 100 org 75 org, 85 org, 100 org 2 lembaga, 6 10 org, 20 org, 30 org

Sub Kegiatan Pemantauan Sub Kegiatan

i analisis,
evaluasi, dan pelaporan di
Perizinan Penanaman bidang perizinan berusaha

Modal berbasis risiko

Perizinan dan Non

Target Target

12 keg, 12 keg, 12 keg 12 keg, 12 keg, 12 keg

Sub Kegiatan Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial,
Mogok Kerja, dan Penutupan
Perusahaan yang
Berakibat/Berdampak pada
Kepentingan di 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Target

15 perkara, 15 perkara, 15

Sub Kegiatan Pencegahan
perselisihan hubungan industrial,
mogok kerja dan penutupan
perusahaan Yang Berdampak
Pada kepentingan di 1 Daerah
Kabupaten/Kota

Target

15 perkara, 15 perkara, 15




